MEMUTTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA - ¢ Menyetyjui izin penvelenggaraan pendidikan formal pendidikan
anak usia dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga  ©  Ranu Tunas Islam

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK }

Tahun Berdiri . 1970

Ketua Yayasan . Arbayah

Alamat . JI. Pulau Laut No 48 Rt.06 Rw.01

Kelurghan Antasan Besar

Kecamatan Baniarmasin Tengah

Kota Banjarmasin

Telp. 08510013 5453

KEDUA :a  Dalam penvelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada

peraturan  vang berlaku dan yang telah ditetapkan olsh
pemerintah  serfa  kunkulum vyang dipakai mengacu pada
kuritkulum Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan.

b.  Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesgjahteraan
aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah
menjadi tanggung jawab penvelenggara.

¢. Dm  penvelenggaraan pendidikan formal sebagaimana
dimaksud  diktum  pertama  berlaku  sejak  tanggal
14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020

KETIGA : Keputusan 1im berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian han. ternvata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin
‘Pada Tanggal . 14 Agustus 2018
""" Kepala Dinas,
U TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 19670814 199001 1 001
Tembusan :

I, Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Pengawas / Pentlik Pembina PALT bersangkutan

-

3. Lembsaga vang bersanghutan

Jalan Prerre Tendean 'No.i Banwjarmasin 70231
Telp. (05113253573 Taks.(o511)-325001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ A3 - PAUDNEDipendik/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK- KRANAK(TK)

RANU TUNAS ISLAM

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

di

[

Las

:Ll"l

bahwa untuk mencerdasksn kehidupan hangsa sehagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UTJD 1945, adalah merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan
orang fua;

bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan
terutama pada sckolah swasta peran serle masvarakat sangat
diperlukan, dan untuk perctapannya perlu ditetapkan dalam
Surat Keputusan Kepala Dinas.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (lembaran MNegara Tahun 1953
No.9 | Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan MNasional ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 J;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 )

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tanun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,

Surat Permohonzn dari Ketua Yayasan Ranu Tunas Islami
Raudatul Athfal Nahdatul Tlama

Nomor : O35/RANUTIVINI0LS

Tanggal 14 Juli 2018

Venifikasi lapangan dilaksanakan Pada

Hari/ langual : Rabu, 08 Agustus 2018
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